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Abstract

This paper discusses how to process agricultural land according fo muzdra‘ah and
the application of this system also its impact on social economy in society. From
literature research looking at current condition of society, it was found that good
co-operation between the land owner and the people working on the land are the
key for this system. Both parties have to respect each other s right, not to harm the
other party and avoid any behaviour against the rule by owner s area to his partner
like stated in feodal system. The application of this system is usually seen in the
people that are living in country side that depend on agricultural for living. This .
system is very helpful for farmers and land owners, which affecting their levels of
Jriendship and their willingness to help each other, also opens opportunities of
employment and eventually helps in increasing both parties income.
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A. Pendahuluan _

Adanya kehidupan dan aktivitas yang bervariasi sesungguhnya mengajarkan
kepada umat untuk saling menolong, memahami, dan hormat menghormati, karena secara
fitrah manusia memiliki karakter saling membutuhkan. Orang yang kaya memerlukan
orang yang miskin, yang pandai membutuhkan yang bodoh. Adanya orang yang sukses
dan maju karena adanya orang yang lemah, Sebab itulah tolong menolong sesama manusia
merupakan sunnatulldh yang tidak dapat dihindari.

Setiap manusia bebas dalam hal memilih mata pencarian yang dikehendaki dan
akan memperoleh bagian atas usahanya. Seseorang tidak akan mendapatkan lebih
daripada apa yang telah dikerjakannya. Kemampuan fisik dan nental setiap individu
berbeda, demikian pula kemampuan mereka dalam mencari nafkah.!

Bertani merupakan salah satu jenis pekerjaan yang legal menurut Islam, dan’
sektor pertanian merupakan salah satu sumber-sumber ekonomi primer — selain sektor
perindustrian, sektor perdagangan dan sektor jasa - di negara mana pun dan apa pun
jenis sistem yang diterapkan. Baik negara itu negara maju maupun negara berkembang.?

Tanah merupakan asas dari pertanian.? Ajaran Islam menganjurkan apabila
seseorang memiliki tanah pertanian yang didapatnya dengan cara yang legal maka ia
harus memanfaatkan dan mengolahnya. Dengan Kkata lain Islam membenci kalau lahan
tersebut ditelantarkan atau tidak diolah sebagaimana mestinya. Orang yang memiliki
lahan pertanian dapat memanfaatkannya dengan berbagai cara, seperti dengan caradiolah
sendiri oleh yang punya, dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap,
dengan cara muczdra‘ah (harvest-yield profit sharing), atau dengan cara disewakan
secara tunai.’

Dalam makalah ini akan dibahas mengenai salah satu dari bentuk pengelolaan
lahan pertanian tersebut yang terdapat dalam sistem ekonomi Islam, yaitu bentuk
pengelolaan dengan muzdra ‘ah dan penerapan serta dampak sosial ekonomi yang
muncul di masyarakat.

B. Pengertian Muzdra'‘ah
Secara etimologis, muzdra ‘ah diambil dari kata az-zar ‘ yang berarti menaburkan
benih ke dalam tanah atau menanam.® Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan

1Q.S. Al-Nahl (16): 71.
*Abdurrahman al-Maliki, 2001, 4l-Siydsah al-Igtishadiyah al-Mutsla, (Politik Ekonomi
Istam), alih bahasa Ibnu Sholah. Cet. I, Bangil: Al-Izzah, hal. 41.
*1bid, hal. 45.
- %Yisuf al-Qardhawi, 1980, Al-Haldl wa al-Hardm fi al-Islém, cet. 13, Beiriit: Al-Maktab al-
Islimi, hal. 267-278.. .
SMuhammad ibn Abi Bakar al -Razi, tt, Mukhtdr al- Shiliéh, Kairo: tnp., hal. 114,
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muzdra‘ah berarti kerjasama di bidang pertanian antara pemilik lahan’dan petani
penggarap.b Al-Mdlikiyah mendefinisikannya dengan perserikatan dalam pertanian.”
Menurut al-Handbilah, muzdra ‘ah adalah penyerahan lahan pertanian kepada seorang
petani untuk diolah dan hasilnya dibagi berdua.? Golongan al-Sydfi ‘iyah membedakan
antara mukhdbarah dengan muzdra‘ah . Mukhdbarah didefinisikan dengan pengolahan
lahan oleh petani dengan imbalan bagi hasil pertanian dan bibitnya disediakan oleh petani.
Sedangkan muzdra‘ah sama seperti mukhdbarah tapi bibitnya disediakan oleh pemilik
Iaha‘nP . .

Dari beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa muzdra ‘ah merupakan
kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, dalam hal ini adalah petani, dengan
perjanjian bagi hasil yang jumiahnya menurut kesepakatan bersama,

C. Muzdra‘ah Pada Masa Rasulullah dan Sahabat -

Praktek muzdra‘ah sudah ada sejak masa Rasulullah Saw. dan pada masa
sahabat. Pada awal masa kekhalifahan menunjukkan sebagian besar masyarakat
menyerahkan tanah mereka untuk digarap dengan sistem muzdra ‘ah, terutaina bagi
mereka yang bertugas mempertahankan negara atau mempunyai tugas kemasyarakatan
lainnya (pekerja sosial). Mereka menyerahkan tanah mereka kepada para petani untuk
diolah dengan sistem muzdra ‘ah karena perhatian mereka tercurah sepenuhnya dalam
melayani masyarakat sehingga mereka tidak dapat mengolahnya sendiri. Terdapat banyak
bukti yang menunjukkan hubungan antara para pemilik tanah dan petani itu sangat baik,

~ bersahabat dan tidak ada unsur-unsur pemerasan di dalamnya.'° Pemilik lahan dan petani
" adalah pasangan untuk bekerja sama dan menjalankan usaha, maka keduanya terikat
dalam perjanjian pengolahan. Karena itu bentuk pengolahan lahan yang dilakukan dengan
sistem muzdra ‘ah dapat meminimalkan pelanggaran atas hak orang lain dan di dalamnya
terdapat unsur saling menolong dan persaudaraan antara pemilik lahan dengan petani

penggarap.!!

¢Abdul Azis Dahlan (ed.), 1997, Ensiklopedi Hukum Islam, cet. 1, Jakarta: Ichtiar Baru
van Hoeve, IV: hal. 1272; bandingkan dengan ‘Al ad-Din al-Késéni, Badd’i* al-Shand’i*, , Cet. 2,
Beiriit: Dér al-Kitdb al-‘ Arabi, VI: hal, 175. '

, 'Lihat Ahmad al-Dardir, tt, 4/-Syarh al-Kabir, tahqiq oleh Muhammad Ulaisy, Beiriit: Dar .

al-Fikr, III: hal. 372; Ibn Jazi, tt, Al-Qawdnin al-Fighiyyah, ttp.: tnp., hal. 185,

fLihat ‘Abdullah ibn Qudamah al-Maqdisi, 1988, A/-Kdfi /i Figh Ibn Hanbal, tahqiq oleh
Zuhair al-Syawisy. Cet. 5, Beiriit: Al-Maktab al-Islamd, II: hal. 297.

*Lihat al-Khathfb al-Syarbini, tt, Mugni al-Muptdj, Beirtt: Daral-Fikr, IT: hal. 323-324.

1A fzalur Rahman, 1995, Economic Doctrines of Islam, (Doktrin Ekonomi Islam) ahh '
bahasa Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, II: hal. 264,

fbid., hal. 265.




IOQ Miilah Vol IV No. 2, Januari 2005

Dengan cara muzdra ‘ah, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Usman,
keluarga Ali dan juga yang lain dari keluarga-keluarga kaum Muhajirin bekerja untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya.'” Rasulullah Saw. memberikan tanah di Khaibar kepada
orang Yahudi dengan sistem bagi hasil seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

Rasulullah Saw. memberikan tanah Khaibar kepada orang-orang Yahudi
dengan syarat mereka mau mengerjakan dan mengolahnya dan mengambll
sebagian dari hasilnya.®

Perjanjian ini dilanjutkan sampai masa khalifah Umar tapi tidak dilanjutkan lagi
oleh beliau manakala orang-orang Yahudi melangpar syarat-syarat perjanjian tersebut.'
Dalam Shahih al-Bukhdri disebutkan beberapa riwayat yang memperlihatkan bahwa
para sahabat telah menyerahkan tanah mereka untuk digarap dengan sistem bagi hasil.
Seperti disebutkan bahwa setiap keluarga di Madinah pernah menyerahkan tanah
berdasarkan bagi hasil dengan pemilik tanah. Abu Bakar, Umar, Ali, Sa’ad bin Malik,
Abdullah bin Mas’ud, al-Qasim dan Urwah pernah melaksanakan sistem tersebut.'s

D. Muzdra‘ah Perspektif Figh
Ada dua golongan pemikiran yang muncul di kalangan ahli figh mengenai
keabsahan bentuk sistem nuzdra ‘ah. Satu golongan mendukungnya dan menganggapnya
boleh sementara golongan pemikiran lainnya mengecam sebagai bentuk yang tidak sah.
Berikut dibahas sekilas tentang perbedaan pemikiran tersebut:
1. Pendapat yang tidak membolehkan.
Imam Abi Hanifah dan Zufar ibn Hudail ibn Qais al-Kiifi (ahli figh golongan
Hanafi) berpendapat bahwa akad muzdra ‘ah tidak dibolehkan. Menurut mereka,
akad muzdra‘ah dengan bagi hasil, seperti sepertiga dan seperempat hukumnya
batal.!® Imam Syafi’i juga berpendapat bahwa akad muzdra ‘ah tidak sah, hanya
ulama Golongan Syaft’i berpendapat bahwa akad muzdra‘ah sah apabila

2Ahmad Muhammad al-‘Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, 1999, Al-Nidhdm al-
Iqt:shad: i al-Isldam: Mabddiuhu wa Hadafuhuw, (Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam), alih
bahasa Imam Saefudin. Cet. 1, Bandung; Pustaka Setia, hal. 221.

1B Al-Bukhari, 1987, Shahih al-Bukhari, tahqiq oleh Mushtafa Dib Al-Bag4. Cet. 3, Beiriit:
Dir Ibn Katsir, IT: hal. 821,

“Rahman, op. cit., II; hal. 261.

BAl-Bukhéri, op. cit,, 11: hal. 820.

“Disebutkan sepertiga dan seperempat karena menurut adat/kebiasaan; Lihat Wahbah
al-Zuhayli, 1989, Al-Figh al-Isldmiwa Adillatuh, cet. 3, Damaskus: Déral-Fikr, V: hal. 614; bandingkan
dengan ‘Al ibn Abil Bakar ibn “Abd al-Jalil al-Marginani, tt, 41-Hiddyah Syarh al-Biddyah, Beirtt:
al-Maktabah al-Islamiyah, IV: hal. 53 dst.
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muzdra ‘ah ita mengikut pada akad musdqdh' (kerjasama pemilik kebun'dengan
petani dalam mengelola pepohonan yang ada di kebun itu, yang hasilnya nanti dibagi
menurut kesepakatan bersama). Misalnya, apabila terjadi kerjasama dalam
pengolahan perkebunan, kemudian ada tanah kosong yang bisa dimanfaatkan untuk
muzdra ‘ah, maka menurut ulama golongan Syafi’i, akad muzdra ‘ah boleh dilakukan
tapi akad ini tidak berdiri sendiri, harus mengikut pada akad musdgdh."®

Alasan Imam Ab{ Hanifah, Zufar ibn Hudail dan Imam Syafi’i adalah sabda
Rasulullah Saw. yang melarang melakukan mukhdbarah.'®. Dalam riwayat Tsabit
ibn adh-Dhahak dikemukakan bahwa Rasulullah melarang muzdra ‘ah . Menurut
mereka, objek akad dalam muzdra ‘ah belum ada dan tidak jelas kadarnya. Karena
yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada dan tidak
jelas ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagi sejak semula tidak jelas.
Bisa saja pertanian itu tidak menghasilkan, sehingga petani tidak mendapatkan apa-
apa dari hasil kerjanya. Objek akad yang bersifat tidak ada dan tidak jelas inilah
yang menjadikan akad ini tidak sah. Adapun perbuatan Rasulullah Saw. dengan
penduduk Khaibar dalam hadis, menurut mereka, bukan merupakan akad
muzdra ‘ah, melainkan berbentuk al-kharrdj al-mugdsamah, yaitu ketentuan pajak
yang harus dibayar petani setiap kali panen dengan persentase tertentu,?!

2. Pendapat yang membolehkan. )

Ulama golongan Maliki, golongan Hanbali, Imam Abi Yisuf dan Muhammad
ibn Hasan asy-Syaibani (keduanya sahabat Imam Abii Hanifah) serta ulama golongan
Zhahiri berpendapat bahwa akad muzdra ‘ah hukumnya boleh. Karena muzdra ‘ah
adalah akad kerjasama antara harta dan kerja, jadi hukumnya boleh seperti
mudhdrabah. Adapun alasan mereka berpendapat demikian, bahwa Rasulullah Saw. -
melakukan akad muzdra ‘ah dengan penduduk Khaibar, yang hasilnya dibagi antara
Rasulullah dan para pekerja.”> Menurut mereka, akad ini bertujuan untuk saling
membantu antara petani dan pemilik lahan. Pemilik lahan tidak mampu untuk
menggarap lahannya, sedangkan petani tidak memiliki lahan pertanian. Oleh sebab

"Perbedaan antara muzdra‘ah dan musdgdh dapat dilihat dalam al-Zuhayli, op. cit., V:
hal, 633-634.

Bibid, V: 614; bandingkan dengan al-Syarbini, ap. cit., IT: 325 dst.

YLihat HR. Muslim dari Jabir ibn ‘ Abdullah; Imam Muslim, tt, Shahihk Muslim, Beirit: Dar
Thya at-TurAts al-‘Arabf, III: hal. 1174 dst.

¥bid, 1II: hal. 1183-1184.

N Al-Zuhayli, op. cit., V: 614; bandingkan dengan al-Marginani, op. cit.; al-Syarbini, op.
cit.
. 2HR. al-Jama“ah; lihat Muhammad ibn “Ali ibn Muhammad al-Syaukéni, 1973, le al-
Authdr, Beirdt: Dér al-Jail, VI: hal. 7.
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itu, wajar apabila pemilik lahan pertanian bekerja sama dengan petani penggarap,
dengan ketentuan bahwa hasilnya mereka bagi menurut kesepakatan bersama.?

Al-Maududi®* termasuk orang yang mendukung sistem ini. Setelah
mengemukakan hadis-hadis Rasulullah Saw, beliau menyimpulkan bahwa sistem bagi
hasil dalam pertantan itu dibolehkan. Sistem tersebut sering dijalankan pada masa
Rasulullah Saw dan para sahabat yang termasyhur pernah menyerahkan tanah mereka
untuk digarap demikian pula khalifah. '

Al-Jazir® dalam membahas masalah ini berpendapat untuk menggabungkan
kedua pendapat tersebut dan memilih salah satu yang lebih bermanfaat dan berguna
bagi masyarakat. Beliau membolehkan sistem ini apabila didalamnya terdapat nilai-
nilai keadilan, kesepakatan, kejujuran dan niat baik dari kedua belah pihak untuk
saling tolong menolong, serta didalamnya tidak terdapat unsur penindasan,
kesewenang-wenangan dan perampasan hak. Dari pendapat tersebut dapat
dinyatakan bahwa ada dua bentuk muzdra ‘ah, yaitu yang dibolehkan dan yang
tidak dibolehkan, dimana hal ini tergantung kondisi masyarakatnya yang dapat dinilai
dari segi manfaat dan kebaikannya.

Pendapat yang banyak disetujui oleh para ahli figh adalah pendapat yang
kedua - dengan pemenuhan segala unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan dari
muzdra ‘ah itu sendiri - dan merupakan pendapat yang rdjih (utama), karena:

a. Akad seperti ini termasuk dalam firman Allah:

" Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa,

_ dan jangan tolong menolong dalam berbuat jahat dan permusuhan.®®

b. Hadis-hadis yang menunjukkan larangan muzdra ‘ah sesuai dengan keadaan
dan kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Orang-orang Muhajirin pada waktu
itu tidak memiliki tanah, karena Rasulullah memerintahkan kepada orang-orang
Anshar untuk menghormati orang-orang Muhajirin dengan memberikan
kemudahan kepada mereka. Hal int dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan
oleh Muslim dari Jabir:
Barangsiapa memiliki tanah yang luas maka garaplah tanah tersebut atau
berikanlah kepada saudaramu, jika kamu tidak mengolahnya maka
ambillah tanah tersebut®

BAl-Zuhayli, op. cit., V: 615; bandingkan dengan al-Marginini, op. cit.; Ibn Hazm, tt, A/-
Muhalld, Beiriit: Dar al-Afaq al-Jadidah, VII: hal. 210 dst; al-Maqdisi, op. cit., II: 297 dst; Ibn Jazi,
op. cit, hal. 185 dst.

¥Dikutip oleh Rahman dalam Rahman, op. cit., II: 277-278.

¢ Abd ar-Rahman al-Jazir, tt, Kitdb al-Figh ‘Ald al-Madzahib al-Arba‘ah, Beirlit: Dér al-
Fikr, ITL: hal, 20,

®Q.S. Al-M#&’idah (5): 2.

FImam Muslim, op. cit,, II1: 1176.
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Larangan ini seperti halnya Rasulullah melarang untuk menyimpan daging kurban
agar mereka menyedekahkannya, tapi setelah keadaan kaum muslimin berubah,
hal itu tidak dilarang lagi. Demikian juga halnya dengan larangan muzdra ‘ah,
setelah kondist perekonomian kaum muslimin semakin membaik, Rasulullah
membolehkan praktek muzdra ‘ah. Hal ini dapat dilihat dari praktek muzdra ‘ah
pada masa Rasulullah Saw. dan pada masa sahabat.”® Imam al-Shan‘ani mengutip
perkataan al-Khaththab bahwa Ibn ‘Abbas menalarkan makna dari hadis-hadis
pengharaman praktek muzdra ‘ah, lalu ia mengatakan bahwa yang dimaksudkan
dari hadis-hadis tersebut bukanlah pengharaman muzdra ‘eh dengan bagi hasit
yang diperoleh, tapi diinginkan dari itu adalah agar mereka (orang-orang Anshar)
memberikan lahan dan saling membantu.?” Al-Qardhdwi mengemukakan dalam
Al-Haldl wa al-Harém fi al-Islém bahwa muzdra‘ah yang dilarang pada
masa Rasulullah itu adalah muzdra ‘ah yang di dalamnya terdapat unsur penipuan
dan ketidakjelasan yang membawa kepada perselisihan. Para pemilik lahan
mensyaratkan agar ia mendapat hasil pada bagian lahan tertentu dan hasil pada
bagian lahan yang lainnya untuk petani penggarap. Pada praktek ini terdapat
unsur penipuan dan ketidakjelasan, karena mungkin saja bagian lahan yang
disyaratkan untuk pemilik lahan tersebut menghasilkan lebih banyak daripada
yang dihasilkan oleh petani penggarap sehingga akan membawa kepada
perselisihan antara keduanya.*

c. Akad muzdra‘ah seperti akad mudhdrabah yaitu akad kerjasama antara harta
dan kerja, jadi hukumnya boleh.
Para ahli figh menentukan unsur-unsur penting yang menyertai sistem muzdra ‘ah,

yaitu sebagai berikut: :
1. Rukun muzdra‘ah

Rukun muzdra ‘ah terdiri dari tiga unsur yaitu:

a. Pemilik lahan, yaitu orang yang memiliki lahan pertanian untuk digarap oleh petani
penggarap.

b. Petani penggarap, yaitu orang yang menyediakan tenaga untuk menggarap lahan
pertanian.

¢. Objek akad, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani. Apabila bibit
berasal dari petani maka objeknya adalah manfaat lahan dan apabila bibit berasal
dari pemilik lahan maka objeknya adalah hasil kerja petani,’!

*Muhammad ibn Ismé‘il al-Shan‘ani, 1379, Subul ai-Saldm, tahqiq Muhammad ‘Abd al-
‘Aziz al-Khiili. Cet. 4, Beirtit: Dir Ihy4 at-Turéts al-* Arabf, ITI: hal. 79.

Blbid.

*Yusuf Qardhawi, op. cit., hal. 270.

$Al-Zuhayli, op. cit,, V:hal. 615.

1_'. '
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d. Ijab dan Kabul (offer and acceptance). Contoh ijab dan kabul adalah, “Saya
serahkan lahan pertanian saya ini kepada engkau untuk diolah, dan hasilnya nanti
kita bagi berdua”. Kemudian petani penggarap menjawab, “Saya térima lahan
pertanian ini untuk diolah dengan imbalan hasilnya dibagi dua”. Jika hal ini
terlaksana maka akad telah sah dan mengikat.* Namun, ulama Madzhab Hanbali
mengatakan bahwa penerimaan (kabul) tidak perlu dengan ungkapan, tetapi -
cukup dengan tindakan, yaitu petani langsung mengolah lahan tersebut.3

2. Syarat muzdra‘ah

Adapun syarat-syarat muzdra‘ah ada yang menyangkut orang yang |
berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan
dipanen, objek akad dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad.

Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa keduanya harus orang
vang berakal. Pendapat lain dari kalangan ulama golongan Hanafi menambahkan
bahwa salah seorang atau keduanya bukan orang yang murtad. Akan tetapi, Imam
Abi Yiisuf dan Muhammad ibn Hasan al-Syaibani tidak menyetujui syarat tambahan
ini. Karena menurut mereka, akad muzdra ‘ah boleh dilakukan antara muslim dan
non-muslim termasuk orang murtad.

Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga —
sesuai dengan kebiasaan tanah itu — benih yang ditanam itu harus jelas dan akan
menghasilkan. Sedangkan syarat yang menyangkut lahan pertanian adalah:

a. Menurut adat di kalangan para petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan.
Jika lahan tersebut adalah lahan yang tandus dan kering, sehingga tidak
memungkinkan dijadikan lahan pertanian, maka akad tersebut tidak sah. '

b. Batas-batas lahan itu jelas. |

c. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah. Apabila dlsyaratkan |
bahwa pemilik lahan ikut mengolah pertanian itu, maka akad muzdra ‘ah tidak
sah. .

Syarat-syarat yang menyangkut hasil panen adalah sebagai berikut:

a. Pembagian hasil panen untuk masing-masing pihak harus jelas. )

b. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada
pengkhususan.

c. Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga atau seperempat sejak
dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari.

32A1-Késént, op. cit., hal. 176.

3Manshfir ibn Y{inus ibn Idris al-Bahiti, 1402 H, Kasysydfal-Qind, Beirit: Dér al-Fikr, I1I:
hal. 537. .

¥Dahlan (ed.), op. cit,, hal. 1273, bandingkan dengan Al-Kasani, op. cif., hal. 176-180.
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d. Penentuannya tidak boleh bérdasarkan jumlah tertentu secara mutlak; Seperti

 satu kuintal untuk pekerja, atau satu karung; karena kemungkinan seturiih hasil

panen jauh di bawah jumlah tersebut atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.

Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad

sejak semula, karena akad muzdra ‘ah mengandung makna akad ijdrah dengan

imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk

menentukan jangka waktu ini, biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.

Untuk objek akad, disyaratkan harus jelas, baik berupa jasa petani, schingga

benih yang akan ditanam datangnya dari pemilik lahan, maupun pemanfaatan lahan,
sehingga benihnya dari petani.

Menurut Abdurrahman Isa, sebagaimana dikutip oleh Masjfuk Zuhdi,
mengenai hak dan kewajiban masing-masing dari pemilik lahan dan penggarap tanah,
bisa diatur sebaik-baiknya berdasarkan musyawarah mufakat, baik menurut adat-
istiadat setempat maupun menurut perundang-undangan yan gl berlaku (kalau ada).>

3. Berakhirnya akad muzira‘ah

Akad ini akan berakhir apabila:*

a. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi, apabila jangka Waktunya
sudah habis sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu
tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan
bersama di waktu akad. Oleh sebab itu, dalam menunggu panen tersebut petani
berhak mendapatkan upah sesuai dengan upah minimal yang berlaku bagi petani
setempat. Selanjutnya, dalam menunggu masa panen tersebut biaya tanaman
seperti pupuk, biaya pemeliharaan dan pengairan merupakan tanggung jawab
bersama pemilik lahan dan petani sesuai dengan persentase pembagian masing-
masing.

b. Menurut ulama golongan Hanafi dan golongan Hanbali, apabila salah seorang
yang berakad wafat, maka akad muzdra‘ah berakhir, karena mereka
berpendapat bahwa akad jjdrah tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama
golongan Maliki dan ulama golongan Syafi’i berpendapat bahwa akad muzdra ‘ah
itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu, akad tidak berakhir dengan wafatnya salah
satu pihak yang berakad.

¢. Adanya uzur salah satu pihak, baik dari pihak pemilik lahan maupun dari pihak
petani yang menyebabkan mereka tidak bisa melanjutkan akad muzdra ‘ah
tersebut. Uzur dimaksud antara lain adalah:

¥Masjfuk Zuhdi, 1997, Masail Fighiyah, cet. 10, Jakarta: Toko Gunung Agung, hal. 130.
*Dahlan (ed.), op. cit., hal. 1274; bandingkan dengan al-Zuhayli, op. cit., hal. 626-630.



106 _ Millah Vol IV, No. 2, Januari 2005

1) Pemilik lahan terbelit utang, sehingga lahan pertanian harus dijual. Karena
tidak ada harta lain yang dapat melunasi utang tersebut. Pembatalan ini harus
dilaksanakan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi, apabila tanaman
itu telah berbuah, tetapi belum layak panen, maka lahan itu tidak boleh dijual
sebelum panen.

2) Adanya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan perjalanan, 'sehinggzi
ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.

E. Muzdra‘ah dan Sistem Feodal

Sistem pengolahan lahan dimana para penggarap bukan pemilik lahan erat
kaitannya dengan sistem penguasaan tanah itu sendiri. Dalam perekonomian pertanian,
soal penguasaan tanah dipandang dari segi produksi dan distribusi, sangat penting artinya
karena keduanya mempengaruhi rangsangan produksi'dan teknik pertanian melalui pola
pemilikan dan penguasaan serta hak milik.

Patut kiranya membuka kembali lembaran mengenai sistem tuan tanah atau
feodalisme. Banyak para buruh tani yang berada dalam perbudakan dan penindasan
oleh para tuan-tuan tanah. Bahkan mereka semata-mata hanya dijadikan “sapi perahan”
oleh orang-orang yang memiliki tanah sangat luas yang mempekerjakan berlusin-lusin
(bahkan ratusan) buruh tani.

Ciri khusus sistem ini adalah berlakunya sistem perbudakan. Dalam sistem ini,
tuan tanah atau wakilnya berhak memperoleh bagian tertentu dari hasil produksi dan
menikmati hak ekonomi khusus, mengistimewakan diri merecka dengan menuntut para
petani melayani mereka atau kalau tidak mereka menerima pembayaran dari petani-
petani tersebut baik dengan tunai atau dengan hasil bumi. Kenyataannya di bawah sistem
ini muncul dua kelas dalam masyarakat: (a) para tuan tanah; (b) buruh tani, Dalam sistem
ini buruh penggarap tidak memperoleh hak apapun. Mereka tidak berhak memiliki tanah
yang diolehnya, juga tidak berhak menjual atau mewariskannya. Mereka sering dipaksa
menggarap tanpa upah atau ganti rugi sama sekali.”?

Islam tidak menyetujui sistem ini karena sistem penguasaan tanah seperti ini
bertentangan dengan prinsip distribusi kekayaan yang adil dan prinsip keadilan itu sendiri
serta sistem ini akan menghalangi atau merintangi pemanfaatan tanah yang tepat.®
Memang benar bahwa Islam mengakui adanya hak individu untuk memiliki dan
membolehkannya untuk menjual atau membeli tanah (atau barang-barang lain) dengan
sesuka hati, satu-satunya faktor yang menghalangi petani dalam pemilikan tanah menurut

¥Rahman, op. cit,, hal.331-332,
¥M. Abdul Mannan, 1997, Isiamic Economics, Theory and Practice (Teori dan Praktek
Ekonomi Islam), alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, hal. 78-79.
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Islam adalah tergantung pada keinginan dan kemampuan keuangan,® tapi juga benar
bahwa Islam tidak mendukung adanya kebiasaan-kebiasaan seperti pemberlakuan sistem
feodal. Islam mengecam cara-cara seperti itu yang menimbulkan penindasan dalam
masyarakat dan merampas hak persamaan, hak kebebasan dan hak untuk memperoleh

pekerjaan yang layak bagi setlap individu, bahkan menjadlkan mereka budak dan hamba -

sahayanya.
Al-Maud(di berpendapat bahwa syariat Islam tidak memberikan batasan-
batasan terhadap jumlah barang yang dimiliki atau pembelian barang-barang dagangan

termasuk tanah, bahkan memberi kebebasan memilih kepada masyarakat untuk

menginvestasikan modal mereka dalam sektor ekonomi manapun (selain dari tanah),
dengan berdasarkan bagi keuntungan. Bahkan dalam Islam tidak ada pemaksaan terhadap
siapapun yang memiliki harta benda (tanah atau lainnya)untuk menyerahkan sebagian
atau seluruhnya kepada siapapun.*’

Faktor pemilikan bukanlah faktor penentu dalam pertumbuhan sistem tuan tanah,
* melainkan cara-cara memiliki dan sifat hubungan antara pemilik lahan dan penggarap
yang menunjang pertumbuhannya. Hal inilah yang menyebabkan mengapa sistem ini tidak
dapat bertahan di masyarakat muslim sekalipun hak kepemilikan dan milik pribadi diakui.
Alasannya karena ajaran moral dan pelatihan mental setiap individu menumbuhkan
semangat persaudaraan dan menjadikan dekatnya hubungan antara pemilik lahan dan
penggarap sehingga tidak mendukung tumbuhnya penindasan dan ketidakadilan dalam
sistem pengolahan,*!

Rasulullah saw. melarang semua bentuk-bentuk pengolahan lahan yang tidak
adil terhadap para penggarap atau melanggar hak-hak asasi mereka.*? Islam hanya
* menganggap sah hubungan kerjasama yang berdasarkan prinsip keadilan dan kesepakatan
bersama, tanpa ada penindasan dan keterpaksaan dari kedua belah pihak. Kedua belah
pihak bisa menikmati kebebasan dan persamaan secara penuh terhadap hak-hak mereka
sebagaimana kewajiban mereka untuk menjalin hubungan timbal balik yang harmonis
dengan saling memberi dan menerima. Petani berpeluang untuk memilih tanah yang akan
digarapnya atau pemilik tanah yang memilihnya sebagai mitra kerja untuk menggarap

¥Rahman, op. cit., hal. 333.

®fbid., hal. 278.

7bid., hal. 334. -

“Libat HR. Ahmad, Abfi Daud dan al-Nasd't tentang pembaglan hasil tanaman yang
mengkhususkan bagian pemilik lahan pada tanaman yang tumbuh di dekat saluran air (mudah
disirami). Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, tt, 4/-Musnad, Beiriit: Dar al-Jail, II1: hal. 72; Ab{
Daud Sulaimén ibn al-Asy‘ats al-Sajastini, 1994, Sunan Abi Déud, Beirit: Dar al-Fikr, III: hal. 229
al-Nasﬁ’i 1995, Sunan al-Nasd i, Beirit: Dir al-Fikr, V: hal. 45.
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lahannya. Selanjutnya, posisi petani setara dengan pemil ik lahan dan memperoleh
kebebasan untuk menentukan atau menyetujui jumlah bagian dalam perjanjian atau jika
ternyata ternyata penawaran tersebut tidak menguntungkan maka dia bebas
mengundurkan diri dan tidak menyetujui perjanjian tersebut. Pemilik lahan tidak memiliki
kekuasaan atau tidak berhak memaksanya untuk menyetujui dan sebagai penggarap dia
memiliki kedudukan yang sama dengan pemilik lahan. Dalam sistem muzidra ‘ah hubungan
kerjasama dan kemitraan yang dibina menjadikan kedua belah pihak sebagai pasangan
bisnis dan tidak ada yang berperan sebagai tuan atau budak.

Dapat dikatakan bahwa Islam hanya melarang bentuk pengolahan yang bersifat
menindas dan tidak adil dan membolehkan bentuk pengolahan sederhana yang bebas
dari unsur-unsur kebatilan. Ungkapan ini didukung oleh riwayat Ibnu Abbas vang
menerangkan bahwasanya Nabi Saw tidak mengharamkan sistem muzéra‘ah, namun
beliau meminta agar masing-masing pihak berlaku lembut.** Dari riwayat ini dapat
dipahami bahwa sistem pengolahan lahan yang dilarang adalah yang berdasarkan
ketidakadilan, diskriminasi dan membahayakan hak-hak petani. Rasulullah Saw telah
melarang bentuk pengolahan yang bertentangan dengan norma keadilan dan persamaan
serta membahayakan kedudukan petani.

E Implikasi Sosial Ekonomi

Masyarakat pedesaan yang pada umumnya hanya menggantungkan hidupnya
dari hasil pertanian, di mana taraf kesejahteraan mereka berbeda-beda. Sebagian dari
mereka ada yang memiliki lahan sendiri untuk digarap, yang luasnya bervariasi, Tapi ada
Juga yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap sehingga untuk mencukupi kebutuhan
mereka bekerjasama dengan yang memiliki lahan untuk menggarap lahan pertaniannya
dengan imbalan bagi hasil. Atau bahkan ada juga mereka yang telah memiliki lahan sendiri
tapi karena hasilnya belum mencukupi, mereka juga bekerja di lahan milik orang lain
dengan imbalan bagi hasil pertanian. Terdapat juga pemilik yang mempunyai bidang
tanah yang sangat kecil tetapi tidak dapat menggarapnya karena suatu sebab sehingga
penggarapannya diwakili orang lain dengan mendapat sebagian hasilnya. Kondisi seperti
ini pada umumnya terlihat pada masyarakat pedesaan kita saat ini.

Adalah wajar kiranya sistem pengolahan lahan pertanian dengan bagi hasil
(muzdra‘ah ) ini berkembang di masyarakat pedesaan pada umumnya. Karena pada
dasarnya manusia tidak ada yang sama, kepribadian dan kemampuan masing-masing
berbeda serta memiliki berbagai keinginan.** Oleh karena itu perlu dibangun suatu

“HR. al-Turmudzi, Abi ‘Isi al-Turmudzi, 1994, Sunan al-Turmudzi, Beir(t: Dar al-Fikr, I1T:
hal. 92-93. -
“Lihat kembali Q.S. al-Nahl (16): 71.
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masyarakat yang maju dan makmur agar rasa saling percaya dan kerjasama dapat tumbuh
di kalangan masyarakat Dalam masyarakat, setiap orang mempunyal ketergantungan
dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Seringkali seseorang memiliki kemauan
untuk mengolahnya. Hal yang sama dapat dikatakan mengenai pengalihan kekayaan
yaitu misalnya seseorang mempunyai cukup waktu untuk berdagang (bisnis lain) atau
tidak mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk memikul beban dan kesukaran
" perdagangan (atau bisnis lainnya), atau terikat dengan pekerjaan yang lebih tinggi dan
tidak dapat mengolah tanah sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan saling tolong menolong
agar dengan pemberian kekayaan yang dimiliki (modal atau tanah) kepada orang lain
dapat membagi keuntungan dengan mereka.*

Sistem ini menjadi suatu yang penting ketika ada orang-orang yang memiliki
keahlian tapi tidak memiliki lahan dan sementara yang lain memiliki lahan tanpa modal -
dan tenaga kerja. Berdasarkan keadaan seperti ini dengan saling bantu-membantu dan
kerjasama maka sistem bagi hasil merupakan cara efektif untuk menghasﬂkan leblh
banyak tanah yang diolah sehingga menguntungkan kedua belah pihak.

Bagi mereka yang tidak memiliki lahan tapi memiliki kemampuan, sistem ini akan
membukakan mereka peluang pekerjaan yang selanjutnya dapat meningkatkan
pendapatan yang membawa dampak pada kesejahteraan kedua belah pihak. Di samping
juga akan terjalinnya rasa persaudaraan yang lebih erat karena masing-masing pihak
merasa saling membutuhkan. Seorang pemilik lahan mungkin saja tidak memiliki waktu
untuk mengolah lahannya karena disibukkan oleh hal-hal yang lain, sedang di sisi lain,
seorang petani membutuhkan lahan yang bisa digarap dan ia tidak memiliki lahan tersebut.
Sistem muzdra‘ah ini sangat membantu mereka yang memiliki lahan tapi tidak
mempunyai waktu untuk menggarapnya dan mereka yang tidak memiliki lahan tapi memiliki
keahlian dalam bertani.

Sistem muzdra ‘ah ini sebenarnya sudah dikenal dan dipraktekkan di kalangan
- masyarakat khususnya di Indonesia, yang mungkin dengan berbagai macam istilah dan
penamaan. Penerapan sistem ini pada umumnya dapat dilihat pada masyarakat pedesaan
. yang hidupnya mengandalkan pertanian. Karena sistem ini akan membentuk kerjasama
antara pemilik lahan dan petani penggarap yang didasari rasa persaudaraan antara kedua
belah pihak. Dan juga sangat membantu mereka yang memiliki lahan tapi tidak mempunyai
waktu untuk menggarapnya dan mereka yang tidak memiliki [ahan tapi memiliki keahlian
dalam bertani. Tidaklah berlebihan kiranya sesuai dengan kondisi sekarang kalau penulis
berpendapat bahwa sistem ini dapat terus diterapkan dengan tidak mengesampingkan
nilai-nilai keadilan dan norma-norma kemanusiaan.

#Rahman, ap. cit., II: hal. 276.
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Selanjutnya, sebagai sebuah sistem kerjasama yang memiliki implikasi sosial
ekonomi yang positif, pengembangan ke arah yang lebih profesional sesuai dengan kemajuan
* dan tuntutan zaman sangat diperlukan. Pengaplikasian konsep ini ke dalam lembaga
keuangan syariah sebagai salah satu produk pembiayaan bagi nasabah yang bergerak
dalam bidang plantation atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen, diharapkan dapat
memberikan konstribusi positif untuk meningkatkan produksi pertanian dan lapangan
pekerjaan di masyarakat, Tentunya hal ini juga dapat mendorong pengembangan sektor
ekonomi riil yang menopang pertumbuhan ekonomi secara makro.

Hukum Islam telah memberikan aturan khusus bagi penerapan sistem ini, karena
itu perbankan syariah dengan mudah dapat menyesuaikannya. Secara teknis, kontrak
muzdra ‘ah tidak berbeda jauh dengan kontrak mudhdrabah. Hanya saja muzdra‘ah
berarti khusus untuk pengolahan lahan pertanian sebagai pengganti dari produksi yang
diatur oleh suatu aturan tertentu. Oleh karena itu, teknis pengaplikasian sistem ini dalam
perbankan syariah hampir sama dengan sistem pembiayaan mudhdrabah.

Secara garis besar, aplikasi muzdra ‘ah dalam perbankan dapat digambarkan
sebagai berikut:

Bank
(pemilik lahan) .

Lahan, bibit,
pupuk, pestisida

5 dan schagainya

Kontrak kesepakatan Penggarapan Hasil
bagi hasil . >  lahan —®  Panen

Tenaga,
keahlian dan
waktu

Petani penggarap
(nasabah)

F Y

Scbagai suatu kontrak kerjasama yang mempertemukan dua pihak yang berbeda
dalam proses dan bersatu dalam tujuan. Kerjasama ini memerlukan beberapa kesepakatan
berupa ketentuan-ketentuan yang meliputi aturan dan wewenang vang dirumuskan oleh
kedua belah pihak yang akan menjadi patokan hukum berjalannya aktivitas tersebut.
Antara lain dari segi manajemen, misalnya disepakati pihak bank menyediakan lahan
pertanian, benih, pupuk dan sebagainya sedangkan petani menyediakan keahlian, tenaga
dan waktu. Termasuk dalam hal ini disepakati persentase bagl hasil panen untuk masing-
“masing pihak.
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G. Penutup '

Kerjasama yaitu antara pemilik lahan dan penggarap merupakan sifat yang harus
ada dalam sistem muzdra ‘ah, yaitu ibarat dua orang yang berpasangan tidak terdapat
pelanggaran hak-hak kedua pihak dan tidak pula timbul rasa takut akan adanya penindasan
atau perbuatan melampaui batas yang dilakukan oleh pemilik lahan terhadap mitranya.
Karenanya keduanya merupakan pasangan untuk bekerjasama dalam menjalankan suatu -
usaha dan terikat dalam perjanjian pengolahan. Adapun apabila dalam penerapannya
terdapat pelanggaran-pelanggaran hak-hak yang akhirnya memunculkan penindasan dan
ketidakadilan yang akan mengarah pada sistem feodal, kesemuanya itu dilarang dan
dianggap tidak legal. Dengan kata lain, muzdra ‘ah dianggap sah apabila telah memenuhi
rukun dan syarat-syaratnya, dan mengenai hak dan kewajiban masing-masing dapat
diatur sesuai musyawarah mufakat. : '

Penerapan sistem muzdra ‘ah-pada umumnya dapat dilihat pada masyarakat
pedesaan yang hidipnya mengandalkan pertanian. Sistem ini sangat membantu bagi para
petani dan pemilik Jahan. Terlebih lagi ketika ada orang-orang yang memiliki keahlian
tapi tidak memiliki lahan dan sementara yang lain memiliki lahan tanpa modal dan tenaga
kerja. Dampak lain yang dirasakan adalah terjalinnya rasa persaudaraan dan sikap saling
tolong'menolong serta dapat membukakan peluang pekerjaan yang selanjutnya dapat
meningkatkan pendapatan yang membawa pada kesejahteraan kedua belah pihak.
Adapun dengan pengaplikasian konsep ini ke dalam lembaga kenangan modern, seperti
perbankan syariah, diharapkan dapat lebih meningkatkan produksi di bidang pertanian
dan lapangan pekerjaan di masyarakat.
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